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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                        NOMOR  81 TAHUN 2019 

TENTANG 

STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan konsumen 

terhadap keselamatan, kesehatan, keamanan, dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup, upaya saling 

pengakuan standardisasi dengan negara lain, serta 

meningkatkan persaingan usaha yang sehat, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor    

24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang 

Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi 

Bidang Perdagangan; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dalam perkembangannya perlu 

dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standardisasi 

Bidang Perdagangan;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor  22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang 

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6225); 

13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban 

Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada 

Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1519);  

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 
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Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 338); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar 

dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 813); 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

938); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang 

dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun 

berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/ 

keputusan internasional yang terkait, dengan 

memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, 

kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta 

perkembangan masa kini dan masa yang akan datang 

untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 

2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan 
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Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Persyaratan Teknis adalah sebagian dari parameter SNI 

atau Standar lainnya. 

4. Kualifikasi atau Kompetensi Personal adalah rumusan 

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang 

dibakukan, termasuk pengelompokan tingkat 

kemampuan. 

5. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan secara 

formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi 

atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak 

untuk melaksanakan penilaian kesesuaian. 

6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat 

KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 

bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga 

penilaian kesesuaian. 

7. Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan yang 

selanjutnya disebut Komite adalah lembaga yang 

dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka 

membantu pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi 

Personal di sektor perdagangan atau lapangan usaha 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, 

dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan 

dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

9. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk 

pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang 

diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau 

pelaku usaha. 

10. Produsen adalah orang perseorangan, lembaga atau 

badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau 


